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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Hukum Tentang 

Tindak Pidana Website Porno Di Indonesia dan untuk mengetahui Tanggungjawab  

Pidana Terhadap Pemilik Website Porno dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia.  

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian 

hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum 

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan 

lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.  

Hasil penelitian Ketentuan hukum terhadap tindak pidana website porno termuat 

dalam Pasal 282-283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP 

baik yang terdapat dalam ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) dapat digolongkan 

menjadi tiga macam yaitu: (a) menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan 

dimuka umum tulisan dan sebagainya, (b) membuat, membawa masuk, 

mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya 

untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan. (c) dengan terang-

terangan atau dengan, mengedarkan suatutulisan menawarkan dengan tidak diminta 

atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Isu pornografi 

di dunia maya melalui website porno tampaknya menjadi alasan yang kuat mengapa 

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

dibuat. Maraknya situs porno di internet yang dapat diakses secara bebas oleh siapa 

saja diduga sebagai salah satu penyebab timbulnya kasus-kasus pelecehan dan 

kejahatan seksual di berbagai strata masyarakat, termasuk kalangan remaja dan 

anak-anak. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum 

pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata 

materiil dan spirituil. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik website yang 

mengandung muatan pornografi, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka 

pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dan 

diatur dalam pasal 4 ayat (1), Pasal 29 UU Pornografi, dan akan dihukum dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan 

dalam UU ITE diatur  Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 yang ancaman pidananya lebih 

ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam UU 

Pornografi. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE akan dikenakan sanksi 



pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

Kata kunci : Sanksi Pidana, Pemilik, Website Porn 
 

ABSTRACT 

This study aims to determine the legal provisions regarding the crime of 

pornographic websites in Indonesia and to determine the criminal responsibility for 

porn websites owners in the Indonesian criminal justice system. The type of 

research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the 

form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, 

secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses 

on the study of literature, which means it will study more and examine the existing 

and applicable legal rules. The results of the study The legal provisions for the crime 

of pornographic websites are contained in Articles 282-283. The acts listed in 

Article 282 of the Criminal Code, both those contained in paragraph (1), paragraph 

(2) and paragraph (3) can be classified into three types, namely: (a) broadcasting, 

showing or posting in public writings and so on, (b) ) make, bring in, transmit 

directly, bring out or provide writings and so on for broadcast, or affixed openly. 

(c) openly or by circulating a writing offering unsolicited or showing that the 

writing and so on may be obtained. The issue of pornography in cyberspace through 

pornographic websites seems to be a strong reason why Law No. 11 of 2008 

concerning Information and Electronic Transactions was made. The rise of 

pornographic sites on the internet that can be accessed freely by anyone is suspected 

to be one of the causes of cases of sexual harassment and crime in various strata of 

society, including teenagers and children. Criminal responsibility must take into 

account that criminal law must be used to create a just and prosperous society, both 

materially and spiritually. Criminal liability against website owners containing 

pornographic content, so that they can be punished, the perpetrators must meet the 

elements of criminal responsibility and are regulated in Article 4 paragraph (1), 

Article 29 of the Pornography Law, and will be punished with imprisonment for a 

minimum of 6 ( six) months and a maximum of 12 (twelve) years and/or a minimum 

fine of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum 

of Rp. 6,000,000,000.00 (six billion rupiah). Meanwhile, in the ITE Law, Article 

27 paragraph (1) and Article 45 are regulated, where the criminal threat is lighter 

than the criminal threat contained in the Pornography Law. Violation of Article 27 

paragraph (1) of the ITE Law will be subject to criminal sanctions in the form of 

imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 

1,000,000,000.00 (one billion rupiah). 
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PENDAHULUAN Penyebaran pornografi di 

internet atau dikenal dengan istilah 



cyberporn juga menjadi 

permasalahan serius yang dihadapi 

oleh Indonesia sebagai negara 

berkembang yang juga memanfaatkan 

perkembangan teknologi global ini. 

Selain situs porno impor, situs porno 

lokal juga sudah mulai menjamur di 

dunia maya. Situs-situs ini ada yang 

gratis dan ada pula yang bersifat 

komersial.1 Pada prinsipnya, pemilik 

website dengan sadar pasti 

mengetahui apa yang ia tuliskan atau 

ia tunjukan di dalam websitenya yang 

memuat konten pornografi tersebut 

telah melanggar ketentuan 

perundang-undangan, khususnya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (selanjutnya disebut UU 

ITE). Setelah diundangkannya 

undang-undang tersebut, semua 

kegiatan yang dilakukan secara online 

memiliki batas-batas sebagaimana 

dalam ketentuan undang-undang 

tersebut. Seharusnya pemilik website 

telah mengetahui hal ini dan tidak 

                                                             
1 Dwi Haryadi, Op.Cit., hal 7.   

dengan sengaja memperbanyak 

konten di dalam website-nya. 

Realitasnya, banyak pemilik website 

yang dengan sengaja dan tanpa 

bertanggungjawab memfasilitasi para 

pecandu pornografi dengan 

menyuguhkan beberapa tulisan 

tentang seksualitas, video porno, 

animasi, gambar-gambar dan 

sebagainya. Meskipun sudah ada UU 

ITE, tetapi dalam praktiknya masih 

banyak website yang memuat konten 

pornografi dimana-mana. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah jelas harus 

menggunakan metode sebagai ciri 

khas keilmuan. Metode mengandung 

makna sebagai cara mencari 

informasi dengan terencana dan 

sistimatis. Langkah-langkah yang 

diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang terlalu 

luas.2 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif, 

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, 

Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.  

Rajawali), hal. 27 



yaitu penelitian yang berfokus pada 

norma dan penelitian ini memerlukan 

bahan hukum sebagai data utama. 

2. Sifat Penelitian  

Sedangkan sifat penelitian 

yang penulis pergunakan adalah 

penelitian yang bersifat deskriktif 

analitis dalam pengertian semua 

bahan hukum yang penulis dapatkan 

akan digambarkan dan diuraikan 

kemudian dianalisa. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer, yaitu 

bahan hukum yang mempu

nyai kekuatan mengikat, yaitu 

berupa peraturan perundang-

undangan sepertii:3 

1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

                                                             
3Bambang Sunggono, Metodologi Peneliti

an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 116 

4) Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang 

Pornografi 

5) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

b. Bahan hukum sekunder adalah 

yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, 

meliputi buku, hasil penelitian, 

pendapat hukum, dokumen-

dokumen lain yang ada 

relefansinya dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier adalah 

bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk dan 

pengertian terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, 

meliputi kamus-kamus hukum 

atau kamus bahasa lain. 

4. Teknik Pengumpulan 

Bahan Hukum. 

Untuk menjawab permasalahan yang 

ada Peneliti melakukan pengumpulan 



bahan hukum melalui studi dokumen 

(studi kepustakaan) meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier 

yakni dengan cara melakukan 

inventarisasi dan identifikasi terhadap 

sejumlah peraturan perundang-

undangan, dokumen hukum, catatan 

hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan 

bahan bacaan/literatur yang berasal 

dari ilmu pengetahuan hukum dalam 

bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil 

penelitian yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang diangkat.  

PEMBAHASAN 

A. Ketentuan Hukum Tentang 

Tindak Pidana Website Porno 

Di Indonesia 

Internet merupakan sebuah ruang 

informasi dan komunikasi yang 

menjanjikan menembus batas-batas 

antar negara dan mempercepat 

penyebaran dan pertukaran ilmu dan 

gagasan di kalangan ilmuwan dan 

cendekiawan di seluruh dunia. 

Internet membawa kita kepada ruang 

atau dunia baru yang tercipta yang 

dinamakan Cyberspace. Internet 

dengan berbagai kemudahan dalam 

berinteraksi sebagai sarana lintas 

informasi menyebabkan 

berkembangnya informasi tanpa 

adanya batasan dan dapat diakses oleh 

siapa saja yang membutuhkan.  

Informasi-informasi yang 

terdapat pada media internet dewasa 

ini telah berkembang mengenai 

bentuk penyalahgunaan teknologi 

tersebut berupa penyebaran informasi 

berupa pornografi. Penyebaran 

gambar-gambar berupa poraografi 

melalui media internet pada saat ini 

masih banyak bermunculan tanpa 

adanya tindakan terhadap pelaku oleh 

penegak hukum di Indonesia. 

Karakteristik pada internet yang 

sepenuhnya beroperasi secara maya 

(virtual) dan tidak mengenai batas-

batas tentorial pada 

perkembangannya akan melahirkan 

aktifitas-aktifitas baru sehingga 

muncul kejahatan dalam bentuk 

cyberporno yaitu munculnya situs-

situs porno. 

B. Tanggungjawab  Pidana 

Terhadap Pemilik Website 

Porno dalam sistem Peradilan 

Pidana Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang demokrasi, sehingga 

tuntutan masyarakat terhadap 

keterbukaan informasi semakin besar. 



Saat ini tuntutan tersebut sudah 

semakin terpenuhi dengan semakin 

berkembangnya teknologi informasi 

terutama media elektronika. Hampir 

di semua bidang kehidupan manusia 

memanfaatkan media elektronika. 

“Media elektronik merupakan media 

komunikasi dengan menggunakan 

sarana atau peralatan yang dapat 

menjangkau massa sebanyak-

banyaknya dan area yang seluas- 

luasnya”.4 Peranan ini yang 

menempatkan posisinya begitu 

penting dan dibutuhkan manusia 

dalam kehidupannya. Sehingga dalam 

perkembangannya, media elektronika 

sudah bukan merupakan kebutuhan 

sekunder melainkan sudah menjadi 

kebutuhan primer.  

Media elektronik merupakan 

media yang paling cepat 

menyampaikan informasi kepada 

masyarakat. Hal tersebut terbukti 

karena media elektronik dapat 

menyampaikan berita secara langsung 

dari tempat kejadian, dapat 

menampilkan proses terjadinya suatu 

peristiwa dan juga dapat menjangkau 

                                                             
4 Dennis Roddy, 2012, Filter Komunikasi 

Media Elektronik, Elexmedia, Jakarta, hlm. 
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masyarakat secara luas. Hampir 

semua masyarakat menggunakan 

media elektronik. Ilmu pengetahuan 

dan teknologi berkembang demikian 

pesat dewasa ini. Salah satu 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang komputer dan 

telekomunikasi telah memberikan 

media baru berupa internet. Internet 

memberikan kemudahan dalam 

menyebarkan dan memperoleh 

berbagai informasi yang disajikan 

dengan canggih dan mudah diperoleh 

baik dalam hubungan jarak jauh atau 

dekat. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kejahatan Website porno 

yang sudah merajalela ini 

sangat sulit untuk dibendung 

ataupun diatur sehingga 

anak-anakpun sudah tahu 

membuka situs-situs porno 

tersebut apalagi sekarang 

juga bisa diakses lewat 

handphone. Bahkan warnet-

warnet juga telah 

menyediakan file-file porno 



agar warnetnya tetap ramai 

dikunjungi orang-orang 

yang ingin menontonnya. 

Sungguhlah 

memprihatinkan hal seperti 

ini, sebab negara kita 

bukanlah negara porno, tapi 

negara yang berasaskan ke-

Tuhan-an YME. Munculnya 

website porno merupakan 

suatu tindak pidana, akan 

tetapi kenyataan yang terjadi 

di masyarakat khususnya 

dalam lingkup penegakan 

hukum adalah tidak adanya 

suatu penanganan yang 

serius yang diterapkan untuk 

mengatasi masalah ini, 

dengan dalih tidak adanya 

undang-undang khusus yang 

mengatur untuk 

menyelesaikan masalah 

tersebut merupakan salah 

satu alasan yang digunakan 

oleh para penegak hukum 

mengapa mereka tidak serius 

dalam menangani satu 

masalah yang menurut 

penulis sudah meresahkan 

masyarakat. Pornografi 

merupakan kejahatan yang 

termasuk golongan tindak 

pidana melanggar kesusilaan 

(zedelijkheid) yang termuat 

dalam Pasal 282-283. 

Perbuatan-perbuatan yang 

tercantum dalam Pasal 282 

KUHP baik yang terdapat 

dalam ayat (1), ayat (2) 

maupun ayat (3) dapat 

digolongkan menjadi tiga 

macam yaitu: (a) 

menyiarkan, 

mempertunjukan atau 

menempelkan dimuka 

umum tulisan dan 

sebagainya, (b) membuat, 

membawa masuk, 

mengirimkan langsung, 

membawa keluar atau 

menyediakan tulisan dan 

sebagainya untuk disiarkan, 

atau ditempelkan dengan 

terang-terangan. (c) dengan 

terang-terangan atau dengan, 

mengedarkan suatutulisan 

menawarkan dengan tidak 

diminta atau menunjukkan, 

bahwa tulisan dan 

sebagainya itu boleh didapat. 

Isu pornografi di dunia maya 

melalui website porno 



tampaknya menjadi alasan 

yang kuat mengapa Undang-

undang No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dibuat. 

Maraknya situs porno di 

internet yang dapat diakses 

secara bebas oleh siapa saja 

diduga sebagai salah satu 

penyebab timbulnya kasus-

kasus pelecehan dan 

kejahatan seksual di 

berbagai strata masyarakat, 

termasuk kalangan remaja 

dan anak-anak. 

2. Pertanggungjawaban pidana 

harus memperhatikan bahwa 

hukum pidana harus 

digunakan untuk 

mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur merata 

materiil dan spirituil. 

Keseimbangan 

monodualistik tujuan utama 

dari hukum perlindungan 

sosial adalah 

mengintegrasikan individu 

ke dalam tertib sosial dan 

bukan pemidanaan terhadap 

perbuatannya. 

Pertanggungjawaban pidana 

terhadap pemilik website 

yang mengandung muatan 

pornografi, sehingga 

terhadapnya dapat dipidana, 

maka pelakunya haruslah 

memenuhi unsur-unsur dari 

pertanggungjawaban pidana, 

yaitu : (1) melakukan 

perbuatan pidana/tindak 

pidana; (2) mampu 

bertanggung jawab; (3) 

adanya kesalahan; (4) tidak 

adanya alasan pemaaf. Bagi 

orang yang memiliki website 

yang menyajikan cerita 

porno, foto bugil, film porno, 

dan berbagai informasi 

lainnya yang bermuatan 

pornografi pelakunya dapat 

dikenakan 

pertanggungjawaban pidana 

berupa pidana penjara 

dan/atau pidana denda 

berdasarkan UU Pornografi 

dan UU ITE. Berdasarkan 

pasal 4 ayat (1) UU 

Pornografi menyatakan : 

“Setiap orang dilarang 

memproduksi, membuat, 

memperbanyak, 

menggandakan, 



menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, 

menyewakan, atau 

menyediakan pornografi 

yang secara eksplisit 

memuat: persenggamaan, 

termasuk persenggamaan 

yang menyimpang; 

kekerasan seksual; 

masturbasi atau onani; 

ketelanjangan atau tampilan 

yang mengesankan 

ketelanjangan; alat kelamin; 

atau pornografi anak”. 

Ancaman pidana bagi 

pelanggaran terhadap 

ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

tersebut tidaklah bisa disebut 

ringan, sesuai dengan Pasal 

29 UU Pornografi, dan akan 

dihukum dengan pidana 

penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun 

dan/atau pidana denda paling 

sedikit Rp 250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp 6.000.000.000,00 (enam 

miliar rupiah). Sedangkan 

dalam UU ITE yang 

merupakan lex specilis 

dalam tindak pidana 

cybersex, terhadap pemilik 

website yang mengandung 

muatan pornografi dapat 

dikenakan Pasal 27 ayat (1) 

yang menyatakan : “Setiap 

Orang dengan sengaja dan 

tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan”. 

Mengenai ancaman pidana 

terhadap pelanggaran 

ketentuan Pasal 27 ayat (1) 

UU ITE tersebut terdapat 

dalam Pasal 45 UU ITE yang 

ancaman pidananya lebih 

ringan jika dibandingkan 

dengan ancaman pidana 

yang terdapat dalam UU 

Pornografi. Pelanggaran 

terhadap Pasal 27 ayat (1) 

UU ITE akan dikenakan 

sanksi pidana berupa pidana 



penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

B. Saran 

1. Pada dasarnya ketentuan 

hukum tentang website 

porno sudah diatur dalam 

Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, UU ITE dan 

UU Pornograpi. kedepan 

harapannya adanya produk 

hukum dalam bentuk 

undang-undang yang 

mengatur tentang website 

porno agar tidak adanya 

kekaburan hukum dan 

konflik hukum antar 

peraturan perundang-

undangan terkait dengan 

website porno. 

2. Peranggung jawaban pidana 

terhadap pelaku pemilik 

website porno sudah diatur 

dalam UU ITE dan UU 

Pornograpi yang mana kedua 

undang-undang ini masih 

banyak kekurangan terhadap 

ancaman pidana kepada 

pelaku pemilik wbsite porno. 

Kedepan harapannya adanya 

undang-undang yang 

mengatur secra tersendiri 

tentang sanksi pidana pelaku 

pemilik webstie porno dan 

memperberat ancaman 

pidananya agar adanya efek 

jera terhadap pelaku. 
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